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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai peranan yang 

strategis dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Output 

kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu-isu yang strategis di 

bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bidang 

pelayanan hukum dan pembudayaan hukum berupa upaya penataan 

regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena 

itu pada tataran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN harus 

memberi kontribusi pada pencapaian visi “masyarakat memperoleh 

kepastian hukum” dengan melaksanakan misi mewujudkan peraturan 

perundang-undangan yang berkualitas dan  mewujudkan pelayanan 

hukum yang berkualitas. 

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, penyusunan Laporan 

Kinerja BPHN adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang 

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu 

atas laporan kinerja instansi pemerintah. Secara khusus laporan kinerja 

tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri 

Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja 

mengenai hasil kinerja yang telah dicapai BPHN tahun 2017. 

Berdasarkan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Kepala BPHN 
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tersebut, laporan kinerja menjabarkan 2 (dua) sasaran strategis yang 

menjadi target kinerja BPHN, yaitu terwujudnya pembinaan hukum dan  

terwujudnya kesadaran hukum dengan total 5 (lima) indikator kinerja 

didalamnya. 

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban 

kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja seluruh jajaran BPHN 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritikan dan masukan yang 

bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja 

BPHN tahun depan.  

 

 

Jakarta,  Februari 2018 

Kepala BPHN 

 

 

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
 

Laporan Kinerja BPHN Tahun 2017 disusun dalam rangka 

melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan 

yang dilaksanakan pada tahun 2016 merupakan penjabaran dari 

sasaran strategis mewujudkan pembinaan hukum dan mewujudkan 

kesadaran hukum. 5 (lima) indikator kinerja yang terdapat dalam 

sasaran strategis tersebut adalah indikator jumlah rekomendasi hasil 

analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan 

penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional; indikator jumlah 

RUU dalam prolegnas pemerintah program penyusunan PP, dan 

program penyusunan perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum 

dan arah perencanaan pembangunan hukum nasional; indikator jumlah 

anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang 

terintegrasi; indikator jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di 

seluruh wilayah; dan indikator jumlah orang/kelompok masyarakat 

miskin yang memperoleh bantuan hukum. 

Pencapaian sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja 

tersebut sebagai berikut: 

1. rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan 

sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum 

nasional, tercapai 100 % atau 12 (dua belas) hasil rekomendasi. 

Walaupun demikian sebenarnya dari 12 (dua belas) rekomendasi 

yang dihasilkan tersebut, bisa diuraikan lagi menjadi 399 (tiga ratus 

sembilan puluh sembilan) rekomendasi; 
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2. RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan 

Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan 

Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 

tercapai 80 % atau 16 (delapan belas) RUU prakarsa Pemerintah. 

Akan tetapi dari sisi 3 (tiga) dokumen Prolegnas, Program 

penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dapat tercapai; 

3. Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang 

Terintegrasi, tercapai 184 % atau 46 (empat puluh enam) anggota 

terintegrasi; 

4. Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah, tercapai 

151 % atau 264 (dua ratus enam puluh empat) desa; dan 

5. Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan 

Hukum, tercapai 14.981 (empat belas ribu sembilan ratus delapan 

puluh satu) orang untuk bantuan hukum litigasi dan 3.255 (tiga ribu 

dua ratus lima puluh lima) kegiatan non litigasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 
 

Sebagai konsekwensi dari Indonesia sebagai negara hukum, 

maka upaya perbaikan terhadap hukum adalah merupakan suatu 

kewajiban. Upaya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk 

membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif 

dilakukan dalam proses pembangunan hukum. Pembangunan 

hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi 

dengan pembangunan bidang lain, oleh karenanya pembangunan 

hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi 

dengan bidang-bidang lainnya. Pembangunan hukum tidak 

dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan 

peraturan perundang-undangan, melainkan hukum dalam arti yang 

luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi 

pembangunan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan 

penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat dan aparatur. Komponen-komponen itu saling 

mempengaruhi, dan oleh karenanya harus dibangun secara 

simultan, sinkron dan terpadu. 

Sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum 

nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena itu secara kinerja, BPHN harus dapat memberikan kontribusi 

pada pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM pada 

pembangunan hukum nasional yaitu mewujudkan 9 (sembilan) 
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agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-

2019 yang sering disebut sebagai Nawacita, khususnya agenda 

prioritas “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya”  dan “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan 

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, 

bermartabat, dan terpercaya”. Oleh karena itu, sesuai dengan 

mekanisme perencanaan pembangunan, maka dukungan BPHN 

tersebut harus menginduk pada Rencana Strategis Kementerian 

Hukum dan HAM, yang penyusunannya mengacu pada RPJMN 

2015-2019, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya misalnya 

kebijakan mengenai reformasi dan revitalisasi hukum nasional. 

Terkait dengan hal tersebut, maka isu strategis (strategic issued) 

yang menjadi pokok dukungan kinerja BPHN terhadap kinerja 

Kementerian Hukum dan HAM adalah bagaimana mewujudkan 

“peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan 

pelayanan hukum yang berkualitas”. Berdasarkan hal tersebut dan 

dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPHN, maka keberadaan BPHN 

terkait erat dengan aspek strategis di bidang pembentukan 

peraturan perundang-undangan baik pada tahapan ex ante maupun 

ex post dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. 

Aspek tersebut berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan 

pemberian akses keadilan bagi masyarakat. 

Agar keseluruhan program dan kegiatan yang merupakan 

dukungan BPHN tersebut tercapai sesuai dengan rencana target 

waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sasarannya, telah disepakati 

perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri 

Hukum dan HAM dengan Kepala BPHN, dimana kemudian hal 

tersebut diturunkan secara berjenjang di BPHN. Terkait dengan 

perjanjian tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 
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Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi 

Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 

2014, BPHN sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara 

negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melaporkan 

pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud 

pertanggungjawaban  

 

B. Tujuan 
 

Penyusunan Laporan Kinerja BPHN Tahun 2017 merupakan 

bentuk pertanggungjawaban Kepala BPHN kepada Menteri Hukum 

dan HAM atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan 

anggaran di BPHN dalam rangka mencapai sasaran/target yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017. Dengan kata 

lain, laporan kinerja ini akan memberikan informasi kepada Menteri 

Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja 

terkait kinerja yang dicapai oleh BPHN. Sedangkan tujuan yang ingin 

dicapai adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja 

BPHN, dimana hasilnya  dapat dimanfaatkan menjadi salah satu 

bahan perbaikan dalam penetapaan kebijakan dan strategi tahun 

berikutnya. 

 

C. Tugas dan Fungsi  
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan 

HAM, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum 

nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

fungsi yang diemban oleh BPHN dalam menjalankan tugasnya 

tersebut adalah: 

• penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang 

pembinaan hukum nasional; 
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• pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, 

penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan 

informasi hukum;  

• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan 

evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan 

hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum; 

• pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; 

dan  

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri  

Secara kelembagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut 

dilaksanakan oleh 5 (lima) eselon II, 17 (tujuh belas) eselon III, dan 

41 (empat puluh satu) eselon IV. Susunan struktur BPHN tergambar 

dalam bagan berikut  : 

 

Gambar 1.1. Struktur BPHN sampai dengan level eselon III 
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Struktur kelembagaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Hukum dan HAM. 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam 

pelaksanaan kegiatan BPHN, antara lain : 

Dasar  Kegiatan  

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan  

• Prolegnas, Progsun PP & Progsun 

Perpres  

• Fasilitasi Prolegda  

• Penyusunan Naskah Akademik  

• Penyelarasan Naskah Akademik  

Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 tahun 

2011  

• Prolegnas, Progsun PP & Progsun 

Perpres  

• Penyusunan Naskah Akademik  

• Penyelarasan Naskah Akademik  

UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum  

Bantuan Hukum  

PP Nomor  42  Tahun  2013  

Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum Dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum  

Bantuan Hukum  

Permenkumham No. 63 Tahun 2016 
tentang Perubahan Permenkumham No. 
10 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 
42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian dan Penyaluran Dana 
Bantuan Hukum. 

Bantuan Hukum 

Perpres Nomor 33 Tahun 2012 Tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional  

• Anggota jaringan yang terintegrasi  

• Data Hukum Nasional  

PermenPAN dan RB No. 3 Tahun 2014 

tentang jabatan Fungsional Penyuluhan 

Hukum dan Angka Kreditnya  

Penyuluh Hukum  

 

Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 

tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 

Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan 

Hukum  

Penyuluhan Hukum  

 

Peraturan Kepala BPHN Nomor 

PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Pembinaan Keluarga 

Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar 

Hukum  

Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar 

Hukum  

 

 
Tabel 1.1. Dasar hukum yang terkait tugas dan fungsi BPHN 
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D. Sumber Daya Manusia  
 

Berdasarkan data kepegawaian, keseluruhan pegawai BPHN 

saat ini berjumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang dengan 

komposisi 111 (seratus sebelas) orang laki-laki dan 86 (delapan 

puluh enam) orang perempuan. Adapun sebaran tingkat pendidikan 

sumber daya manusia yang ada di BPHN adalah SD berjumlah 4 

(empat) orang, SLTP berjumlah 2 (dua) orang, SLTA berjumlah 18 

(delapan belas), D III berjumlah 13 (tiga belas) orang, S1 berjumlah 

99 (sembilan puluh sembilan) orang, S2 berjumlah 60 (enam puluh) 

orang dan S3 berjumlah 1 (satu) orang. 

Komposisi antara pejabat struktural, pejabat fungsional 

tertentu, dan fungsional umum adalah sebagai berikut : 

ESELON II JUMLAH  

STRUKTURAL JFT JFU PEGAWAI 

Sekretariat 18 4 47 69 

Pusat Analisis & Evaluasi Hukum 

Nasional 

14 0 10 24 

Pusat Perencanaan Hukum 

Nasional 

11 9 3 23 

Pusat Penyuluhan Hukum & 

Bantuan Hukum 

11 34 5 50 

Pusat Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Nasional 

9 10 12 31 

Jumlah 63 57 77       197 
 

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 

 

Dari 57 (lima puluh tujuh ) orang pejabat fungsional tertentu, terbagi 

dengan perincian sebagai berikut : 
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ESELON II JUMLAH  

Pustakawan Perancang 
Dokter & 

Perawat 
Penyuluh 

Sekretariat - - 4 - 

Pusat Analisis & Evaluasi 

Hukum Nasional 
- - - - 

Pusat Perencanaan 

Hukum Nasional 
- 9 - - 

Pusat Penyuluhan Hukum 

& Bantuan Hukum 
- - - 34 

Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum 

Nasional 

10 - - - 

Jumlah 10 9 4 34 
 

Tabel 1.3. Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu 
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BAB  II 

PERENCANAAN  KINERJA 
 

 

 

A. Dokumen Perencanaan Terkait Kinerja BPHN 
 

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka 

pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN harus berpedoman pada visi 

Kementerian Hukum dan HAM yaitu “Masyarakat Memperoleh 

Kepastian Hukum”. Paling tidak terdapat 2 (dua) misi penjabaran visi 

Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan kegiatan-

kegiatan yang ada di BPHN, yaitu misi “Mewujudkan Peraturan 

Perundang-Undangan yang Berkualitas” dan misi  “Mewujudkan 

Pelayanan Hukum yang Berkualitas”. Hal tersebut tercermin dari 

output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan di BPHN yaitu :  

 

 

 

Gambar 2.1. Output Kegiatan BPHN  

 

 

Output tersebut menunjukkan bahwa kedudukan BPHN 

bersinggungan erat dengan aspek-aspek strategis di bidang 

pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan ex 

ante maupun ex post dan bidang pelayanan hukum serta 

pembudayaan hukum. Aspek tersebut akan berkontribusi pada 

upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi 

masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 
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